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ABSTRACT 

The transformation of land services from an analog system to an electronic 

system to an electronic system requires the availability of accurate, complete and 

integrated land data. In this conversion serves as a crucial prerequisite for the 

implementation of electronic land rights transfer services. This study aims to 

analyze the dynamics and achievements of media conversion in the implementation 

of electronic land rights transfer services at the Pontianak City Land Office, as well 

as to identify the obstacles, solutions and strategies applied during its 

implementation. 

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data 

were collected through semi-structured interviews, observations and 

documentation involving officials, technical staff, Land Deed Officials (PPAT) and 

other related parties at the Pontianak City Land Office. 

The results indicate that the media conversion process is carried out 

through stages of examination, validation, digitization and authentication of both 

physical and juridical data prior to the issuance of electronic land documents. The 

implementation of this service has improved efficiency, accelerated service 

delivery, and enhanced the quality of land data. However, several challenges 

remain, including and technical system constraints. To address these issues, the 

Land Office has implemented cross-sectional coordination, multi-level validation 

procedures, human resource capacity building and the optimization of supporting 

facilities and infrastructure. Therefore, media conversion plays a significant role 

in supporting the successful implementation of electronic land rights transfer 

services at the Pontianak City Land Office. 

 

Keywords: Media Conversion, Electronic Land Rights Transfer, Digital 

Transformation, Land Services. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atas barang, jasa dan layanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan sesuai aturan dan standar yang bisa 

dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini menegaskan 

bahwa pelayanan publik bukan sekedar aktivitas melayani, melainkan kerja yang 

harus memenuhi standar tertentu supaya kualitas dapat dinilai, dikontrol dan 

dipertanggungjawabkan. Seiring waktu, harapan masyarakat terhadap pelayanan 

publik semakin tinggi karena masyarakat ingin layanan yang cepat, mudah, 

prosedur yang jelas, terjangkau serta dapat diukur, termasuk kepastian waktu dan 

kejelasan tahapan proses.  

Penyelenggara layanan publik menghadapi volume pekerjaan yang besar 

sehingga penataan kerja dan penataan data menjadi faktor yang sangat 

menentukan. Ketika proses kerja dan data tidak tertata rapi, dampaknya berupa 

keterlambatan penyelesaian, kesalahan administrasi, ketidakkonsistenan 

informasi hingga sulitnya menelusuri posisi berkas. Karena itu, berbagai instansi 

memperkuat layanan berbasis elektronik supaya setiap langkah kerja tercatat, 

dapat dilacak dan lebih akuntabel. Sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan layanan kepada pengguna. Dorongan penguatan layanan 

berbasis elektronik tersebut juga terasa dalam pelayanan pertanahan, karena 

produk layanan pertanahan menyangkut hak dan berimplikasi pada kepastian 

hukum. Pertanahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi berkaitan 

langsung dengan status hak seseorang atau badan hukum atas sebidang tanah. 

 Skala layanan pertanahan yang sangat besar juga menunjukkan bahwa 

persoalan kualitas proses dan kualitas data akan berdampak luas, data 

Kementerian ATR/BPN menyebut layanan pertanahan tahun 2024 mencapai 
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sekitar 8 juta berkas dengan PNBP sekitar Rp2,9 triliun, yang menggambarkan 

besarnya arus layanan yang harus dikelola secara konsisten (Arini, 2025).  

Dalam konteks inilah kebijakan pertanahan mendorong pergeseran 

layanan menuju sistem elektronik secara lebih tegas. Salah satu regulasi yang 

digunakan adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang 

menegaskan bahwa pendaftaran tanah dapat menerapkan teknologi informasi 

dan komunikasi melalui sistem elektronik serta mencakup kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan 

perubahan data dan informasi serta alih media. Keberadaan alih media di dalam 

regulasi tersebut memberikan makna penting dimana kebijakan elektronik tidak 

hanya memindahkan proses kertas ke aplikasi tetapi mengubah prasyarat kerja, 

data dan dokumen dasar harus siap serta valid, sehingga kesiapan data validasi, 

sinkronisasi dan dukungan sarana prasarana menjadi faktor keberhasilan layanan 

elektronik, hal ini sejalan dengan Yusuf dkk., (2024) yang menegaskan 

tantangan implementasi layanan atau pendaftaran tanah elektronik mencakup 

validasi data bidang tanah, sinkronisasi aturan serta keterbatasan sarana dan 

prasarana di kantor pertanahan. 

Tahapan yang paling menentukan kesiapan layanan pertanahan 

elektronik adalah alih media. Dalam praktiknya alih media tidak langsung 

dimulai dari memindai atau mengunggah dokumen, tetapi diawali dengan tahap 

pra alih media sebagai tahap awal persiapan untuk memastikan dokumen yang 

diproses sudah siap dan tertata, sehingga alih media dapat berjalan sistematis 

serta hasil dokumen digital aman, mudah dikelola dan diakses (Narendra, 2016). 

Alih media sebagai penghubung utama antara dokumen analog dan kebutuhan 

layanan elektronik karena dokumen fisik seperti buku tanah, surat ukur dan 

warkah tidak dapat langsung digunakan dalam sistem elektronik sebelum 

melalui proses konversi, penataan struktur data dan validasi. Proses ini terlihat 

dari kajian teknis yang menjelaskan aplikasi SITATA digunakan untuk 

menghasilkan data pra SU-EL dan pra BT-EL sebagai input layanan elektronik, 

namun prosesnya memiliki tantangan tertentu (Ardian & Wibowo, 2025).  
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Kesiapan data alih media sangat penting ketika diterapkan pada layanan 

pertanahan yaitu pada pemeliharaan data pendaftaran tanah yang paling sering 

dimohonkan masyarakat khususnya peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas 

tanah merupakan aspek sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA). Secara konseptual peralihan hak dimaknai sebagai 

beralihnya atau berpindahnya kepemilikan suatu bidang dari satu pihak ke pihak 

lain. Dasar hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah ditemukan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Ketika layanan peralihan hak diproses secara elektronik, kelancaran proses tidak 

hanya bergantung pada kelengkapan berkas permohonan, tetapi juga kesiapan 

data terutama buku tanah dan surat ukur dalam format elektronik yang valid. 

Apabila data dasar belum dialihmediakan, maka perlu dilakukan alih media dan 

validasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

Ketertarikan peneliti untuk mengkaji dinamika tersebut didasarkan pada 

konteks lokasi penelitian Kantor Pertanahan Kota Pontianak, yang berada pada 

fase awal penerapan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di 

Provinsi Kalimantan Barat. Layanan peralihan hak elektronik di Kantor 

Pertanahan Kota Pontianak diluncurkan pada tanggal 22 Agustus 2025, disertai 

rangkaian kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pihak 

terkait termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai bagian dari 

penguatan implementasi layanan. Pada fase seperti ini, dinamika pelaksanaan 

alih media lebih mudah di observasi secara nyata mulai dari bagaimana pra-alih 

media dilaksanakan, validasi dilakukan ketika arsip lama sulit ditemukan, 

hingga bagaimana upaya mengatasi ketidaksesuaian data agar layanan peralihan 

hak secara elektronik tetap berjalan.  

Dengan demikian, urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk 

memahami secara mendalam bagaimana alih media sebagai syarat operasional 

memengaruhi kelancaran layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik, 

khususnya pada fase awal implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 

Pemahaman ini penting karena keberhasilan layanan elektronik sangat 
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ditentukan oleh kesiapan dan validitas data dasar yang menjadi dasar pencatatan 

perubahan hak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

strategis untuk mengatasi hambatan tersebut dan mengoptimalkan layanan 

peralihan hak atas tanah secara elektronik. Maka dari itu perlu memahami 

bagaimana Dinamika Pelaksanaan Alih Media pada Layanan Peralihan Hak Atas 

Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika pelaksanaan dan capaian alih media pada layanan 

peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota 

Pontianak? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi serta strategi dan upaya yang dilakukan 

dalam pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara 

elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Menganalisis dinamika pelaksanaan dan capaian alih media pada 

layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak. 

b. Menganalisis hambatan yang dihadapi serta strategi dan upaya yang 

dilakukan dalam pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak 

atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan tentang dinamika pelaksanaan alih media pada layanan 

peralihan hak atas tanah secara elektronik. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata 

pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam rangka 

perbaikan dan pengembangan kebijakan dinamika pelaksanaan alih 

media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik. 

c. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

relevan sebagai referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan kajian lebih lanjut mengenai dinamika pelaksanaan alih 

media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik. 

D. Batasan Penelitian 

Untuk menjaga fokus dan ketepatan arah penelitian, peneliti membatasi 

ruang lingkup penelitian ini supaya pembahasan tidak melebar dari 

permasalahan pokok yang dikaji. 

1. Penelitian ini difokuskan pada dinamika pelaksanaan alih media pada 

layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak. Jenis layanan peralihan hak yang dikaji meliputi jual beli, 

waris, hibah, lelang dan pembagian hak bersama sebagaimana tercatat 

dalam data permohonan layanan peralihan hak pada sistem KKP. 

2. Alih media yang dikaji dibatasi pada proses penyiapan data dasar 

pertanahan berupa validasi Surat Ukur dan verifikasi Buku Tanah sampai 

dengan terbentuknya Surat Ukur Elektronik dan Buku Tanah Elektronik 

sebagai dasar pencatatan peralihan hak secara elektronik. 

3. Waktu dan data penelitian difokuskan pada periode sebelum dan sesudah 

penerapan layanan peralihan hak secara elektronik di Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak, perubahan sejak Agustus 2025. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara 

elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak ditandai dengan perubahan 

proses layanan dari analog menuju sistem elektronik sesuai Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Setiap bidang tanah yang akan 

diproses melalui layanan peralihan hak secara elektronik harus melalui 

verifikasi dan validasi Buku Tanah serta Surat Ukur apabila permohonan 

masih berbentuk sertipikat analog dan belum tersedia dalam bentuk 

dokumen elektronik. Data periode Februari 2025 - Februari 2026, jumlah 

Pra BT-el meningkat dari 36.362 menjadi 93.040 bidang dan Pra SU-el 

meningkat dari 28.985 menjadi 83.396 bidang, sedangkan jumlah bidang 

siap elektronik menurun dari 192.760 menjadi 176.721 bidang. Kondisi ini 

menunjukkan banyak bidang tanah yang memerlukan proses alih media 

sebelum pencatatan peralihan melalui layanan peralihan hak secara 

elektronik. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas 

tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak terdiri atas 

hambatan teknis dan hambatan nonteknis. Hambatan teknis meliputi 

gangguan sistem KKP dan SITATA, keterbatasan akun KKP dan SITATA, 

dokumen persyaratan tidak sesuai, hasil pemindaian dokumen kurang jelas, 

data spasial dan data yuridis belum valid dan dokumen fisik sulit ditemukan 

sedangkan hambatan nonteknis meliputi adaptasi SDM, keterbatasan jumlah 

petugas, pemahaman PPAT dan pemohon masih terbatas. Untuk mengatasi 

hambatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pontianak melakukan verifikasi 

dan validasi data secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi antar seksi 

serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi KKP dan SITATA dalam 

mendukung pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik. 
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A. Saran 

1. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat melakukan pembaruan atau 

upgrading sistem secara berkala untuk meningkatkan stabilitas layanan 

elektronik. Pembaruan sistem diperlukan untuk mengurangi kendala seperti 

server down, gangguan akses dan error. 

2. Kantor Pertanahan Kota Pontianak diharapkan dapat memaksimalkan kinerja 

petugas verifikator dokumen dengan menyesuaikan jumlah permohonan yang 

masuk setiap harinya. Selain itu, quality control terhadap data fisik, yuridis 

dan spasial perlu terus dilakukan supaya benar-benar sesuai dengan data pada 

sistem KKP dan kondisi lapangan. 

3. PPAT diharapkan lebih teliti dalam mengunggah dokumen persyaratan 

peralihan hak atas tanah melalui jual beli, waris, hibah, lelang serta 

pembagian hak bersama (PHB). PPAT juga diharapkan melakukan 

pemeriksaan mandiri sebelum diunggah melalui sistem serta cepat 

menindaklanjuti catatan perbaikan dari petugas Kantor Pertanahan. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

mengkaji pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah 

secara elektronik setelah sistem berjalan lebih lama. Peneliti lanjutan juga 

dapat difokuskan pada efektivitas layanan peralihan hak secara elektronik, 

khususnya terkait penerapan sistem paperless dalam proses pendaftaran 

berkas permohonan serta hambatan hukum, teknis dan administratif yang 

menyebabkan dokumen fisik masih tetap diperlukan dalam layanan 

elektronik. 
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